QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan,
Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Mukim dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama
berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun
temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan
merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan
dan keberadaannya masih tetap diakui;

c. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat
berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat,
perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan
dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan
memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan
tuntutan pembangunan nasional;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);



Undang-undang Nomor 44  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

Menetapkan:

DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

Kabupaten atau Kota atau nama lain adalah Kabupaten atau
Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bupati atau Walikota atau nama lain, adalah Bupati atau
Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah Kabupaten
atau Kota yang dipimpin oleh Camat atau nama lain

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas
gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di
bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim
atau nama lain.

Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu,
yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan yang berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Harta kekayaan dan sumber keuangan Mukim adalah harta
kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu
pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada
Gampong, dan sumber keuangan lainnya yang sah.

Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim
yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

Hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh,
bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.



9. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan
dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, Lembaga-
lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh
Imeum Mukim.

10. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam
penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar
penduduk ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat
dalam Kemukiman yang dihadiri oleh Imeum Mukim dan Tuha
Peuet Mukim.

11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan
Mukim.

12. Tuha Peuet Mukim atau nama lain merupakan kelengkapan
Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat,
Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi
beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan
serta segala urusan pemerintahan lainnya;

b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi,
pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;

c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at
Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-
persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.



BAB Il
ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM
Pasal 5

Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim atau nama lain.

Pasal 6

(1) Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau

Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.

(2) Pemilihan Imeum Mukim dilakukan secara langsung, umum,

bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan Imeum Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan
berikutnya.

Pasal 7

Syarat-syarat menjadi Imeum Mukim :

a.

b.

C.

beriman dan tagwa kepada Allah Subhanahuwata’ala dan
menjalankan Syari'at Islam;

setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah;

berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau berpengetahuan yang sederajat;

berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pencalonan,
sudah berumah tangga/berkeluarga;

berasal dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh
masyarakat Kemukiman yang bersangkutan;

sehat jasmani dan rohani;

tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan
peradatan;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 8

Imeum Mukim berhenti karena:

a.
b.
C.
d

e.

meninggal dunia;

mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imeum Mukim baru;
tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal
7

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-
kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya
atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka
dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari:



Sekretariat Mukim;

Majelis Musyawarah Mukim;
Majelis Adat Mukim;

Imeum Chiek.

coop

Pasal 10

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang
diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum Mukim.

(2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang
meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi
Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh
dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.

(3) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan
Sekretariat Mukim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang
diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum Mukim.

(2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang
meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi
Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh
dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.

(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan
dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari
Anggota Majelis Musyawarah Mukim.

a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang
diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang
sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran,
penggabungan dan penghapusan;

b. pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Gampong, kondisi
sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi
ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana
pemerintah;

C. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap
pembentukan Mukim;

d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan
atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim
melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah
mendapatkan  persetujuan Camat sampai dengan
penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota
setelah mendapatkan persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten atau Kota;

e. pembagian wilayah Mukim;

perincian tentang kewenangan Mukim.

—h

Pasal 12

(1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu
oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha
Peuet Mukim.



(2) Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara
dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian
adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan
adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat,
memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan
pembuktian lainnya menurut adat.

(3) Keputusan-keputusan dan Kketetapan-ketetapan Majelis Adat
Mukim menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan
roda pemerintahan Gampong sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Majelis Adat Mukim dilakukan atas usul Imeum Mukim, untuk
menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat
dan adat istiadat.

Pasal 13

Imeum Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul
Imeum Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah
Mukim.

Pasal 14

Imeum Chiek mempunyai tugas :

a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan
yang berkenaan dengan kemakmuran mes;jid;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan
peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari‘at Islam dalam
kehidupan masyarakat.

BAB IV
PEMBENTUKAN MUKIM
Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan
keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk
dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.

(2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau
penghapusan Mukim diatur lebih lanjut dengan Qanun
Kabupaten atau Qanun Kota.

(3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), memuat antara lain :

Pasal 16

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan
musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan
perubahan batas Mukim ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau
Wali Kota yang bersangkutan.

Pasal 17
(1) Pusat Pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu
Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan
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kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan
keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.

Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali
Kota.

BAB V
HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM
Pasal 18

Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada,
atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah,
batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain
yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan
didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati atau Wali
Kota berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh
Tuha Peuet Mukim.

Pasal 19

Pendapatan Mukim terdiri dari :

a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan
Mukim;

b. hasil-hasil dari tanah Meusara yang dikuasai Mukim;

c. bantuan Pemerintah;

d. uang adat, dan

e. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak
mengikat.

Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim
(APBM) yang disusun oleh Imeum Mukim dengan persetujuan
Tuha Peuet Mukim.

Pasal 20

Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,
dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan
peningkatan pelayanan masyarakat.

Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan
dalam Musyawarah Mukim.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal
3 dan Pasal 4 Qanun ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang
mengatur tentang Mukim yang bertentangan dengan Qanun ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh
padatanggal 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
padatanggal 16 J u | i 2003
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003
NOMOR 17 SERI D NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah
mengakui/mengesahkan keberadaan Mukim sebagai perangkat pemerintahan
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Selama ini Pemerintah Mukim baik sebelum maupun sesudah
kemerdekaan, telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat
di Gampong. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan
jalannya roda pemerintahan Gampong, tetapi juga dalam memelihara ketertiban,
kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Apalagi peranannya
dalam mempertinggi syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela,
menerapkan dan memberlakukan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat
sesungguhnya sangat menonjol, sehingga Mukim menjadi basis perjuangan
bangsa ketika perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka eksistensi Mukim sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan
masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim tetap
akan utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan
dan tuntutan pembangunan nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1)
Cukup jelas
Angka (2)
Cukup jelas
Angka (3)
Cukup jelas
Angka (4)
Cukup jelas
Angka (5)
Cukup jelas



Angka (6)
Cukup jelas

Angka (7)
Tanah Ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung
yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan.

Tanah Ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang
bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata
pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan
atas izin Imuem Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan
pemanfaatannya diatur oleh Imuem Mukim setelah mendengar pendapat
Tuha Peuet Mukim.

Hutan Ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan
ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan
pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim.

Batang Air Ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang
bersangkutan yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama
untuk mencari ikan di sana, demikian juga Danau Ulayat.

Laut Ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke
dalam kemukiman.

Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas melabuh pukat,
Warga Mukim lain dilarang untuk melabuh pukat di laut ulayat ini, kecuali
para nelayan menyetujuinya.

Gunung Ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan Pawang Gle,
Hutan Ulayat berada di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang Air
dan Danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Lhok,
sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan
Panglima Laot.

Angka (8)
Cukup jelas

Angka (9)

Anggota dari Musyawarah Mukim ini adalah Imuem Mukim, Sekretaris
Mukim, Imeum Chiek, Keujruen Chiek, Panglima Laot atau Panglima
Uteuen, sedangkan pada Keuchiek dapat terwakili apabila telah dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh Keuchiek
dalam Mukim bersangkutan.

Angka (10)
Cukup jelas

Angka (11)
Cukup jelas

Angka (12)
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas



Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Sebutan Imuem Mukim dapat disebut dengan istilah lain sesuai dengan kondisi

daerah setempat.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Berpengalaman di bidang pemerintahan antara lain sudah pernah
menduduki jabatan Keuchik dan berbagai jabatan di lingkungan
pemerintahan termasuk mantan Anggota legislatif. Sedangkan tokoh

masyarakat/adat adalah orang-orang yang dapat menjadi
masyarakat.

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan
tambak (neuheun) bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Uang Adat adalah uang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang
dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut, dan menjadi
uang kas Mukim.

Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)

Segala uang atau pemasukan dan pengeluaran Mukim harus dilaporkan
oleh Imuem Mukim setiap akhir tahun pada Majelis Musyawarah Mukim,



atau pada setiap saat diminta oleh Majelis Musyawarah Mukim, karena
suatu sebab; bila muncul ketidaksesuaian paham antara Imuem Mukim dan
Majelis Musyawarah Mukim, maka persoalan tersebut diminta untuk
diselesaikan oleh Camat. Setiap Keputusan Camat dalam hal ini mengikat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
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